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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana
yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

(1) Setiap Orangyang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) hurufi untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

{2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Penc Ipta atu pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksuc dalam Pasal 9 ayat(1) huruf
¢, huruf d, huruff, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipkdana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rph(0.000.000,00 {lima
ratus juta rupiah),

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atan pemegang Hak Cipta
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud datam Pasal 9 ayat (1) buruf
o, huruf b, harat e, dan/atau huruf guntuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(sotumiliar ruptah)

(4) Setiap Orang yang memenuhl unsur sebagalmana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam
hentuk pemhajakan, dipldana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
pldana denda paling banyak Rpa 000.000.000,00{empat millar rupiah).
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PENGANTAR PENULIS

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena dengan kasih-Nya telah melimpahkan rahmat dan
hidayah kepada kami. Buku ini merupakan Cetakan II dari buku
sebelumnya yang berjudul: “Hak Kreditor Separatis dalam Meng-
eksekuisi Benda Jaminan Debitor Pailit’. Respon pembaca terhadap
buku Cetakan I tersebut cukup menggembirakan, sehingga buku ini
dicetak untuk kedua kalinya dengan judul: “HUKUM KEPAILITAN:
Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan
Apabila Debitor Pailit”.

Penyesuaian judul pada Cetakan II ini tidak mengubah
substansi, karena ketentuan yang mengatur hak kreditor separatis
dalam kepailitan tidak mengalami perubahan, yaitu tetap diatur
dalam UU No. 37 Tahun 2004. Buku ini membahas problematika
hak didahulukan yang dimiliki kreditur separatis dalam kepailitan.
Terjadi inkonsistensi pemaknaan dan pengaturan hak kreditor
separatis dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di satu sisi hak kreditur
separatis diakui dan dijamin, tetapi di sisi lain hak tersebut dianulir
dengan pasal yang berisi penangguhan pelaksanaan hak kreditur
separatis.
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